GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 75 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 91 TAHUN 2018
TENTANG TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Menimbang:

PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

bahwa sehubungan dengan banyaknya kompetitor
penyedia layanan di bidang pertanian dan perkembangan
harga pasar, perlu disikapi dengan penyesuaian terhadap
tarif pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi
Jawa Timur;

bahwa sebagai imbalan atas penyediaan layanan kepada
masyarakat oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian
dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, perlu
menetapkan tarif layanan;

bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, tarif layanan diatur dengan
Peraturan Gubernur;

bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 91 Tahun
2018 tentang Tarif pada Badan Layanan Umum Daerah
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Provinsi Jawa Timur sudah tidak sesuai dengan

perkembangan yang ada, sehingga perlu diubah;

e. berdasarkan . . .



Mengingat:
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berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2018
tentang Tarif pada Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Provinsi Jawa Timur;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara
Tahun 1950);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan . . .
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 98 Tahun 2014
tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 98) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur
Nomor 98 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017
Nomor 4);

11. Peraturan . . .



Menetapkan :

11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2018
tentang Tarif pada Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2018 Nomor 91 Seri E) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur
Nomor 91 Tahun 2018 tentang Tarif pada Badan Layanan
Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian
dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur (Berita
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 5
Seri E);

12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBENUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 91 TAHUN 2018
TENTANG TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 91 Tahun 2018
tentang Tarif pada Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2018 Nomor 91 Seri E) yang telah beberapa kali diubah
dengan Peraturan Gubernur:
a. Nomor 26 Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2019 Nomor 26 Seri E);
b. Nomor 5 Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2022 Nomor 5 Seri E),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .
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1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan angka 7 sehingga

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi
Jawa Timur.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

4. Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan yang
selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian
dan Ketahan Pangan Provinsi Jawa Timur.

5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat
UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian
dan Ketahan Pangan Provinsi Jawa Timr yang
melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah.

6. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa
yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah
termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana,
dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau
sebagian dari biaya per unit layanan.

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh
unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.

8. Kepala UPT yang selanjutnya disebut Pimpinan
BLUD adalah Kepala UPT Dinas.

2. Di antara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) bab, yakni
BAB IA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IA
PRINSIP TARIF LAYANAN

3. Di antara . ..



Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Pasal 1A
UPT mengenakan Tarif layanan sebagai imbalan atas
penyediaan layanan barang/jasa kepada
masyarakat.

Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa besaran Tarif dan/atau pola Tarif.

Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disusun atas dasar:

a. perhitungan biaya per unit layanan; atau

b. hasil per investasi dana.

Tarif layanan disusun atas dasar perhitungan biaya

per unit layanan yang bertujuan untuk menutup

seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan

untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang

disediakan UPT.

Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dihitung dengan akuntansi biaya.

Pemimpin BLUD mengusulkan Tarif layanan kepada

Gubernur dengan mempertimbangkan  aspek

kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan

daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan,

dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran

Tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat

serta batas waktu penetapan Tarif.

Usulan Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (S5) berupa usulan Tarif layanan baru dan/atau

usulan perubahan Tarif layanan dan dilakukan

secara keseluruhan atau per unit layanan.

Penyusunan Tarif layanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), disusun bersama tim yang

keanggotaannya berasal dari:

a. perangkat daerah yang membidangi kegiatan
BLUD;

b. perangkat daerah yang membidangi pendapatan
dan belanja daerah;

c. unsur perguruan tinggi bidang pertanian; dan

d. lembaga profesi bidang pertanian.

(9) Tarif . . .



9)
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Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

4. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab,
yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
KETETUAN PERALIHAN

5. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

()

Pasal 6A
Pemimpin BLUD dapat menetapkan Tarif pelayanan
terhadap jenis pelayanan baru.
Tarif terhadap jenis layanan baru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Pemimpin BLUD.
Tarif terhadap jenis layanan baru sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam)
bulan sejak ditetapkan.
Keputusan Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Dinas
paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib
menyampaikan kepada Biro Hukum paling lama 7
(tujuh) hari sejak Keputusan Pimpinan BLUD
diterima untuk ditetapkan lebih lanjut dengan
Peraturan Gubernur.

6. Ketentuan huruf D Lampiran Peraturan Gubernur Jawa

Timur Nomor 91 Tahun 2018 tentang Tarif pada Badan

Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar . ..



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 9 Desember 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya

pada tanggal 9 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

ADHY KARYONO, A.KS., M.AP

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 75 SERI E.



LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 91 TAHUN 2018
TENTANG TARIF PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

TARIF PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

D. Tarif Pemanfaatan Aset

1. Sewa gedung:

a.

b.

Serbaguna 1 Rp2.500.000,00 per hari; dan

Serbaguna 2 dengan fasilitasnya berupa AC sentral 10 titik,
6 kamar mandi, podium, 1 ruang tamu, 2 ruang ganti, dan
100 buah kursi susun Rp7.500.000,00 per 12 jam, dan
selebihnya dikenakan tambahan biaya sebesar Rp500.000,00
per jam;

2. Sewa penginapan Rp75.000,00 per hari per kamar;

3. Sewa tanah:

a.
b.

Lahan pengairan teknis Rp3.000.000,00 per hektar per musim;
Lahan pengairan non teknis Rp1.500.000,00 per hektar per
musim;

. Lahan untuk penelitian Rp10.000,00 per meter persegi per

musim;
Tanah pekarangan untuk pertanian Rp2.500,00 per meter
persegi per tahun; dan

. Tanah pekarangan untuk usaha lainnya Rp2.000,00 per meter

persegi per bulan;

4. Sewa alat mesin pertanian:

a.

b.

€.

Tractor roda 4 dengan operator tanpa bahan bakar
Rp2.000.000,00 per hektar;

Hand tractor (mesin) tanpa operator dan tanpa bahan bakar
Rp500.000,00 per hektar;

. Combine harvester (mesin) tanpa operator dan tanpa bahan

bakar Rp1.000.000,00 per hektar;

Transplanter (alat) tanpa operator dan tanpa bahan bakar
Rp500.000,00 per hektar; dan

Seed Grader Rp300,00 per kg;

5. Sewa gudang untuk penyimpanan Rp20,00 per kg per hari;

6. Sewa . . .



6. Sewa lantai jemur Rp100,00 per kg per hari.
7. Sewa gudang berpendingin Rp3.125,00 per kg per hari.

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA



